
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMÊUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketltuan pasal 4 Peratur^ Daerah
Kabupaten Tanggamus Momor 08 Tahun 2016 tenta g

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu di

susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja kabupatei) tanggamus;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut
di atas, perlu menetaptón Peraturan Bupati Tanggamus

tugas, fungsi dan tata keija Satuan Polisi Pamong Praja

kabupaten tanggamus.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undaihg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Tulang Bawang dan
Kabupaten Tk II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1997 foomor 2, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Non^pr. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indbnesia Tahun 2011 Nomor 82);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
2014 Nomor 06, Tarhbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494();



Menetapkan

5. Undang-Undang Noi™>i' 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor Ü14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
Tentang Pedoman Orgahisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah K&bupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentartg Pembentukan dan susunan
perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TANGGAMUS.

| BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah.ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



f
3. Bupati adalah Bupati T^hggamus.
4. Wakil Bupati adalah WalMl Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalêp Sekretanat Daerah Kabupatén

Tanggamus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah

Kabupatén Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalahj Peraturan Bupati Tanggamus.

8. Satuan Polisi Pamong ^raja yang selanjutnya disingkat
Sat.Pol.PP adalah bagian perangkat daerah dalam
penegakkan perda, perflada, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraméh masyarakar dan perlindungan
masyarakat ;

[9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Polisi Pamong Praja adalah Sat.Pol.PP sebagai aparat
Pemerintah Daerah $alam penegakan Perda dan
penyelenggaraan Keterijban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat.

11. Ketertiban Umum dan ^etenteraman Masyarakat adalah
I suatu keadaan dinamis^yang memungkinkan Pemerintah

Daerah dan Masyari^at dapat melakukan kegiatan
dengan tenteram, tertibspan teratur ;

12. Perlindungan MasyaraMt adalah suatu keadaan dmamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali

I pengetahuan untuk rpélaksanakan kegiatan penanganan
| bencana guna meng^rangi dan memperkecil akibat

I bencana, serta ikut meifielihara keamanan, ketenteraman
dan ketertiban rèasyarakat, kegiatan social
kemasyarakatan; ï

13. Pemadam Kebakaran adalah Petugas atau Dinas yang
i dilatih dan bertugas urituk menanggulangi kebakaran.

O BAB II
TXMjjAS POKOK
Bag&n Pertama

dudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Pr^ja merupakan unsur pelaksana
otonomi yang melaksana^an urusan pemerintahan daerah
yang dipimpin oleh löeorang Kepala Satuan yang

! berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
; Bupati Tanggamus melaluijSekretaris Daerah Kabupatén.



Bagian Kedua
Tusias Pokok

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong

sub urusan pemadam keba^aran.

Satuan roiisi raming Pra^a mempunyai tugas

Bupati melaksanakan ur^an pemenntahan yang menjadi
kewenangan daerah di Bid&g Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Kepala DaeA . Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat sSrta Perlindungan Masyarakat dan

BAB III

susunW organisasi

Pasal 4-

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Satuan Pohsi Pamong

terdiri dari;

a. Kepala Satuan,

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umpm dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keu§angan
3. Sub Bagian Program

c. Bidang Penegakap Perundang-undangan Daerah,

membawahi : i
1. Seksi Pembina^n, Pengawasan dan Penyuluhan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat, memtiawahi :
1. Seksi Kerjasania
2. Seksi Operasi cjan Pengendalian

e, Bidang Sumber Dfjya Aparatur, membawahi:
1. Seksi Pelatihan Dasar
2. Seksi TeknisTungsional

f. Bidang Perlindungan Masyarakat
1. Seksi Satuan Jinmas dan Pemadam Kebakaran
2. Seksi Bina Pofensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatail Fungsional.



; IV
TUGAS

Bagmn Pertama
Kep^la Satuan

Pasal 5

(1) Kepala Satuan Ptilisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus mempur|yai tugas memimpin, mengatur,
membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas di bidang penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang pembinaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
peraturan Kepala Darrah dan produk hukum lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, Penegak
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
produk hukum daerah lainnya;

b. Pelaksanaan -kebijakan pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman daerah;

c. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum daerah lainnya;

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan
penyelenggaraaft ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Peraturan Kepala Daerah
dan produk huKum daerah lainnya dengan Aparat
Kepolisisan Npgara.PPNS dan/atau aparatur
lainnya;

e. Pengawasan teifiadap masyarakat agar mematuhi
dan mementadti Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

f. Pelaksanaan ttjfeas kedinasan lain yang diberikan
óleh Bupati/ Kepala Daerah lainnya.

Belgian Kedua
SECRETARIAT

Pasal 6

(1) Sekretariat dipiippin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah i dan bertangguang jawab kepada
Kepala Satuan,

(2) Mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam
urusan penataan administrasi kesekretariatan ,
penatausahaan ;dan pengelolaan keuangan,
penyusunan laporan program kegiatan, kepegawaian,
ruinah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.



(3) Untuk melaksanakajij tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1), sekretaris mefipunyai fungsi: .
a. Pengkoordinasiarj pelaksanaan urusan - urusan sub

bagian program; |
b. Pengkoordinasiap pelaksanaan urusan - urusan sub

bagian keuangan Ui ,

c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan - urusan sub
bagian umum dahiikepegawaian;

d. Pelaksanaan tuis lain kesekretanatan yang
diberikan oleh Kerala Satuan.

(4) Dalam menyelengghrakan tuSas_
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretariat dibantu o|ph :

dan fungsi
dan ayat (3),

a. Sub Bagian Progra|n
b. Sub Bagian Keuar^an
c. Sub Bagian Umuni dan Kepegawaian

(5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang
kepala sub bagian y«ng dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada sekretaris.

Paragraf 1

Bub Bagian Program
Pasal 7

Sub Bagian Program Pe#ncanaan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan |an menyiapkan bahan koordinasi
Rencana Kerjdi§Anggaran dengan Sub Unit Kerja

dan Instansi terkait; .
b. Melaksanakan dan menyiapkan usulan, perubahan

dan pembaha^kn Rencana Keija dan Anggaran
Satuan Polisi Hlmong Praja; .

c. Menyusun reHlana dan program, evaluasi dan
pelaporan Sub Bagian, menginventans,
mempelajari Jan menginput semua data dan

informasi danp menyusun Program Satuan Polisi

Pamong Praja;^ .
d. Menyusun pilgram tahunan, program jangka

menegah dahj[ program jangka panjang Satuan
Polisi Pamong rraja;

e. Menyiapkan ^ahan bersama unit keija terkait
dalam penyu||unan Rencana Strategik Satuan
Perangkat Daétah (RKPD);

f. Melaksanakani; pemantauan, pengawasan dan

evaluasi terh^lap pengembangan dan pelaksanaan
kegiatan; . ..

g. Membuat l^poran berkala terhadap hasil
monitoring, ;pengawasan dan evaluasi terhadap
pengembangfW dan pelaksanaan kegiatan,



h. Menyiapkan Alihan untuk melaksanakan
koordinasi dan eWaluasi program;

i. Menyusun lapóran pelaksanaan tugas Idan
akuntabilitas kihfeija Satuan Polisi Pamong Praja,

j. Melaksanakan i^an menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegjktan Sub Bagian Program; dan

k. Melaksanakan thsas lain yang dibenkan oleh
atasan;

Paragraf 2

Sub Bahian Keuangan
TPasal 8

Sub Bagian Keuangan mimpunya tugas :
a. Menyusun rencana anggaran;
b. Mengelola perjalan|&n dinas;
c. Mengelola biaya paigunjung kegiatan;
d. Mengelola biaya oj|erasional;
e. Melaksanakan jpembukyan, verifikasi, dan

pembinaan bendajjarawan;
f. Melaksanakan i|>enyelesaian administrasi gaji

pegawai;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

sesuai dengan per^turan perundang-undangan;
h. Melaksanakan tu^as lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian dan Kepegawaian

. pasal 9

Sub Bagian Umum DariiKepegawaian mempunyai tugas:

a. Mengetik, menge|ola, mencatat, mengatur klasifikasi
dan mengadakani: naskah dinas serta pendistribusian
surat-menyurat;

b. Menghimpun, «mengsistematis, mengatur dan
memelihara sertQ merawat kerahasiaan arsip;

c. Mengkordinir pengolahan administrasi barang
daerah;

d. Membuat laporap pengadaan barang dan menyusun
inventaris barang;

e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan
kepustakaan;

f. Mengatur dan ipengkoordinir urusan rumah tangga
Satuan Polisi Painong Praja;

g. Melaksanakan: pengelolaan administrasi kepegawaian
dan menghinj^un serta menyusun inventaris
kepegawaian;

h. Menyusun dahijnengatur ketata laksanaan;
i. Membuat Dokuijnentasi kegiatan kepegawaian;



I
j. Menyusun rencana Ijebutuhan pegawai, diklat, DUK, •

Pensiun dan pembinaan;
k. Melaksanakan tugasi’lain yang diberikan oleh atasan.

Bahian Ketiga
Bidang Penegakan Peruwdang-Undangan Daerah

Padal 10

(1) Bidang pengeiolaan r Perundang-Undangan Daerah
mempunyai tugas mfmbantu kepala satuan dalam
kegiatan penegakan P$!raturan Daerah.

(2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertangguang jawab, kepada Kepala Satuan yang
mempunyai tugas ntembantu Kepala Satuan dalam
kegiatan Penegakan Peraturan Daerah.

(3) Dalam pelaksanaann|a Bidang Penegakan Peraturan
Daerah mempunyai tijingsi:

a. Melaksanakan kpordinasi pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan dalam usaha Penegakan
Peraturan Daerah;

b. Mengkoordinasi pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan
Daerah;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan .

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
ayat (2) dan ayat <3), Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dibantu olehk
a. Seksi PembinaanJPengawasan, dan Penyuluhan
b. Seksi PenyelidikaB dan Penyidikan.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam jielaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala] Bidang.

ij Paragraf 1
Seksi Pembinaan, pengawasan, dan Penyuluhan

Pasal 11
Seksi Pembinaan* Pengawasan, dan Penyusunan
mempunyai tugas:

a. Pengkoordinasiahpelaksanaan pembmaan terhadap
pegawai, masy^rakat, dan badan hukum dalam
rangka usaha. jjbeningkatan kepatukhan terhadap
Peraturan Daer#i;



Paragraf 2
Seks! Pen^&Hdikan dan penyidikan

Pasal 12

Seksi Penyelidikan dafl Penyidikan mempunyal W?’’ .
a Peneumnulan d& pengolahan data serta informas.

yanlS berhTbungan dengan bidang penegakan
Peraturan Daerah; . x nQ„„OTOa<;

b. Melaksanakan ; ifugas kesekretanatan Pengaw

cSÏÖ atau P-gaduan
' perorangan dan|tau badan bukum b^aito dengan

dugaan pelangïaran perundang-undangan

d dato penanganan lapran

e. Melakstu^kamji penyelidikan dan
informasi atas^poran dan pengaduan

f. Mengkoordinaa^an dengan aparat penegak hukum

dalam penanganan sengketa-sengketa yang
nenvelesaiannya melalui lintas sector;

,, .»h —

penyuluhan, . peraturan Daerah,
1““ "
•fcpSïS?®

f Melaksanakan dan menyiapkan bahan koo’-dmast
dan keria sama dW" dinas/instans. terkatt dato

memenihi kebuWhan pembinaan pengawasan dan

g Ssanato menyiapkan bahan laporan kegiatan

h.SXkan’ êugas lain yang dtbenkan oleh

atasan .



I : :
! .

BagiO Keempat
Bidang Ketertiban UmuaHjdan Ketentraman Masyarakat

Pdsal 13

! (1) Bidang Ketertiban? Umum dan Ketentraman
* Masyarakat meni^unyai tugas membantu Kepala
i Satuan dalam p^ncapaian ketertiban umum,

ketentraman masyrSjkat dan pelaksanaan keija sama
antar lembaga.

(2) Dalam pelaksanaan^ya Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarfkat mempunyai tugas:

a. Mengkoordinir jpenyclenggara ketertiban umum
dan ketentf^man masyarakat lintas
Kabupaten/Kotd^

b. Pengkoordinasiajp pelaksanaan urusan-urusan
j pengendalian bperasional, pengamanan dan

I penertiban;
i c. Merumuskan lïencana keija dalam rangka
| pengamanan uiptuk pencapaian ketertiban dan

ketentraman masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi

programlintas kabupaten/kota Kepolisisan Negara
republic Indonesia, Lembaga-lembaga instansi
vertikal maupun horizontal dalam upaya

i pemenuhan ketertiban dan ketentraman

i masyarakat;
j e. Pengkoordinasi^n pelaksanaan pencegahan dan

penanggulanga^ bencana kebakaran; (tambahan
fungsi Damkar).?

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
ayat (2) dan ayat p), Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarkat dibantu oleh :

a. Seksi Kerjasarna
b. Seksi Operasjii^an Pengendalian

(4) Masing-masing s^ksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang:dalam (pelaksanaan tugasnya bertanggung

jawab kepada Keppa Bidang.



Paragraf 1
Seksi Kerjasama

Pasal 14

Seksi Kerjasama mempunyaj tugas :
a. Melaksankan dan rpenyiapkan bahan penyusunan

rencana keija dalam rangka kerjasama dengna instansi
terkait;

b. Melaksanakan koordïnasi, sinkronisasi program lintas
Kabupaten/Kota, Kepdlisian Negara Republik Indonesia,
Lembaga-lembaga insi^ansi vertikal maupun horizontal
dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman
masyarakat;

c. Mengkordinasikan dengan unit keija / instansi terkait
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pengamanan ketertiban dan
ketentraman masyarakat;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan
seksi kerjasama; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 15

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. Pengumpulan dan pengolahan daca serta informasi
yang berhubunga^ dengan bidang ketertiban umum
dan ketentraman n^asyarakat;

b. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang bjprkaitan dengan upaya perpentiv;

c. Membentuk Bidang Penegak Peraturan Daerah dalam
memantau kelancaran dan pengamanan pelaksanaan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan
Produk Hukum Daerah lainnya;

d. Melaksanakan pengamanan terhadap pejabat dan
asset daerah;

e. Merumuskan pedoman prosedur tetap organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Merumuskan prosedur tetap operasional pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

g. Merumuskan prosedur tetap pelaksanaan operasional
patroli dan pengawalan;

h. Menyusun pposedur tetap pelaksanaan
penanggulangan pemadam kebakaran;



i. Menyusun prosedur operasional penyelesaian kasusu
pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dan peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
kegiatan seksi operasional dan pengendalian; dan

k. Melaksanakan tugas laan, yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur

Paaal 16

(1) Bidang Sumber daya dan Aparatur mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluasi di bid^g pelatihan dasar dan teknis
fungsional.

(2) Dalam pelaksanaannya Bidang Sumber Daya Aparatur
mempunyai tugas:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
dibidang pelatihan'dasar dan teknis fungsional;

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidding pelatihan dasar dan teknis
fungsional;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
pelatihan dasar dain teknis fungsional;

d. pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan
program kerja ipelatihan dasar dan teknis
fungsional Satuan' Polisi Pamong Praja;

e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis
peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar
Satuan Polisi Pampng Praja;

f. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan dasar danlatau
lanjutan, pelatihan baris herbaria, pencarian dan
penyelamatan, bela diri, pengawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peningkatan fisik;

g. penyajian data dan infonnasi di bidang pelatihan
dasar dan teknis jfungsional;

h. pelaksanaan pembinaan, pemantal.lan
pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan
dasar dan teknis 'fungsional;

i. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang
Sumber Daya Aparatur;

j. penyusunan laporan kinerja program Bidang
Sumber Daya Apdratur; dan

k. pelaksanaan tug^s lainya yang diberikan Kepala
Satuan sesuai dehgan bidang tugasnya.



(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3), i&idang Sumber Daya Aparatur
dibantu oleh :

a. Seksi Pelatihan Dapar
b. Seksi Teknis Fungsional

(4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pelatihan Dasar

Pasal 17

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
rencana kelja anggaran di bidang pelatihan dasar;

b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan
tugas di bidang pelatihan dasar;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar
Satuan Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan
pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur

d. melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau
lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian
dan penyelamatan, bela din, pengawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peningkatap fisik;

e. menyiapkan bahan sumber daya aparatur untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan
teknis di tingkat provinsi maupun pusat;

f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di
bidang pelatihan dasax;

g. menyiapkan bahan pembmaan, pemantauan,
pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan
dasar;

h. menyiapkan bahan mpnitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang pelatihan dasar;

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi
anggaran Seksi pelatihan dasar;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinelja
program Seksi pelatihan dasar; dan

k. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang
tugasnya.



i^ragraf 2
Seksi Teknis Fungsional

pasal 18

Ssksi Teknis Fungsional mem^unyai tugas :

menyiapkan bahan pet^musan kebijakan teknis dia.

b.

c.

e.

f.

g-

Pamoqg Praja;
menyiapkan bahan petfgiriman data peserta pendidikan
dan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong

Praia; . „
meoyiapkan bahan jpenyusunan perencanaan dan

kebutuhan sarana dah prasarana teknis Satuan Polisi

bidang teknis fungsiondj; ,
menyiapkan bahan peijyusunan rencana program dan

rencana kerja anggaranidi bidang teknis fungsional;
menyiapkan bahan .pengkoordmasian pelaksanaan
tugas di bidang tekniSj f mgsional,

d. menyiapkan bahan pejfencanaan kebutuhan bimbingan

teknis Satuan Polisi Paijnong Praja;
menyiapkan bahan ^elaksanan bimbingan teknis
kemampuan dan ketrkmpilan anggota Satuan Polisi

Pamong Praja; . . , . ...
i h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemlaian angka kredit

anggota Satuan Polisi pamong Praja;
i. menyiapkan bahan ^mulatif nilai angka kredit dan

mengusulkan penjeTyAngan- yang lebih tinggi anggota
Satuan Polisi Pamongfraja;

j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dl

bidang teknis fungsiorjlal;
k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,

| pengawasan dan jpéngendalian di bidang teknis
i fungsional; ...
j 1. menyiapkan bahan p^nitoring, evaluasi dan pelaporan
1 di bidang teknis fungsional;
! m. menyiapkan bahan ; penyusunan laporan realisasi

anggaran Seksi Teknié Fungsional;
n. menyiapkan bahan-, penyusunan laporan kmeija

program Seksi TeknisÏFungsional; dan
o melaksanakan tugas.' lain yang diberikan oleh Kepala

j Bidang Sumber Dayöi Aparatur sesuai dengan bidang

I tugasnya

Bag^n Keenam
Bidang PerH^dungan masyarakat

pasal 19

(1) Bidang Perlindung&n Masyarakat mengkoordmasikan,
membina, mengp&asi dan mengendalikan serta
mengevaluasi dl ? bidang satuan perlindungan
masyarakat.



(2) Dalam pelaksanaannya Bidang Perlindungan
Masyarakat mempunyai tugas:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina
potensi masyarakat;

b. penyusunan renc^na program dan rencana kerja
anggaran di bidang satuan perlindungan
masyarakat dan bina potensi masyarakat; .

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang

satuan perlindungan masyarakat dan bina
potensi masyarakat;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan
pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;

f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan
sumber daya perlindungan masyarakat;

g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya
manusia melalui ipelatihan dan pendidikan satuan
perlindungan masyarakat;

h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan
sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;

i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
system perlindungan masyarakat terpadu;

j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system
perlindungan masyarakat

k. pelaksanaan id^ntifikasi dan pendataan kejadian
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. pelaksanaan koordinasi petugas satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
bencana

m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional
sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres
dan Pilkada;

n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban
masyarakat dan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan;

o. penvajian data dan informasi di bidang satuan
perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyaraka;

p, pelaksanaan pembinaan, pemantauan,
pengawasan dan pengendalian di bidang satuan
perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyarakat;

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina
potensi masyarakat;

r. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang
Perlindungan Masyarakat;

s. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang
Perlindungan Masyarakat; dan



t pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Masyarakat
dibantu oleh :

a. Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

(4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20

Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran mempunyai
tugas:

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan
bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
perlindungan dan ketahanan' masyarakat;

c. Menghimpun data Linmas, Wanra dan Kamra serta
tingkat kriminalitas;

d. Merencanakan dan , melaksanakan bahan laporan
kegiatan seksi Satuaii Linmas;

e. Merencanakan dan menyiapkan bahan laporan
kegiatan seksi Satuaïh Linmas; dan

f. Merumuskan dan menyusun kurikulum program
latihan perlindungan; kepada masyarakat;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja seksi Bina Potensi Masyarakat;

h. Menginventaris dan menyelenggarakan pelatihan bagi
anggota Satuan Linmas;

i. Menyiapkan dan memelihara data dan arsip tentang
Satuan Linmas dan potensi Linmas di masyarakat;

j. Melaksanakan sosiallsasi keamanan lingkungan dalam
rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam
keamanan lingkungan;

k. Mengupayakan aktjmya kembali hansip desa;
1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan

kegiatan-kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
m. Melaksanakan tugasdain yang diberikan oleh atasan
n. Menyiapkan bahan dan kajian secara cepat dan cepat

terhadap lokasi kerusakan, kerugain dan sumber
daya.

o. Menyiapkan kajia setatus tanggap darurat bencana.
p. Menyatukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat

yang terkena bencaria.



o

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemenuhan
kebutuhan dasar Untuk masyakarat yang terkena
bencana.

r. Menyiapkan bahan dan melakukan perlindungan
terhadap kelompok rentan.

s. Meneliti mengoreksr dan mengontrol hasil kerja
bahawan dalam rangka pelaksaan tugas.

t. Melaksanakan evak^asi kegiatan dan penyusuanan
laporan kinerja pelaksanaan tugas seksi kedaruratan.

Paxfagraf 2
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 21

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang bina potensi masyarakat;

b. menyusun rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidang bina potensi masyarakat

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina
potensi masyarakat;

d. menyusün data potensi dan karakteristik sosial budaya
masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;

e. menyusun konsep peta potensi kerawanan;
f. menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan

dan potensi masyarakat;
g. menyusun rencana pengembangan potensi

perlindunganmasyarakat dalam menjaga keamanan
lingkungan;

h. melaksanakan koord inipsi petugas satuan perlindungan
masyarakat dalam penanggulangan bencana;

i. menyusun rencana peiigembangan potensi sumber daya
manusia melalui pendi^ikan dan bela negara;

j. menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi
masyarakat;

k. melaksanakan simu|ip.si potensi masyarakat dan
Pengamanan Swakars^;

1. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan
dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang bina potensi masyarakat;

n. menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina
Potensi Masyarakat;

o. menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi
Masyarakat; dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



i
j

BfV
UNIT PELAÏANAN TEKNIS

ï Pa&l 22

Pembentukan, Nomenklatur, jTugas Pokok, dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada Saturn Polisi Pamong Praja akan
ditentukan dan ditetapkan didigan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JAjÉKTAN FUNGSIONAL

PoSal 23

(II) Kelompok Jabatan Fungsjonal di lingkungan Satuan Polisi
, Pamong Praja mempuny^i tugas melaksanakan kegiatan

teknis sesuai dengan biijang keahlian dan kebutuhan.

i2) Kelompok Jabatan Furljgsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin Joleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepad^ Kepala Satuan.

! BAB VII
PENGANGKATAjN dalam jabatan

j Pasal 24

(1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
| dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat

atas usul Sekretaris Daefrah.

j (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong
! Praja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagifin Pertama
Umum

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan
tugas-tu^asnya wajit) menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, :Bimplikasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan ketijanya maupun dengan instansi-
instansi lain di luar lihgkpngan keijanya sesuai dengan
bidang tugasnya.



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(3); Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-ïnasing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan
organisasi dan bawahan diblah dan dipergunakan sebagai
bahan perimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(5) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 26

(^) Dalam hal Kepala Saturn berhaiangan, maka Kepala
Satuan dapat menunjuk Sekretaris Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris berhaiangan, maka Kepala Satuan
dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Ffembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanggamus.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang
kewenangan di bidang Penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang berada pada
Satuan Keija lain akan dialihkan kepada Satuan Polisi
Pamong Praja paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti
ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Dengari berlakunya
Tanggamus Nomor
dan Uraian Tugas
Daerah Kabupaten
lagi;

peraturan ini, maka Peraturan Bupati
14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok
Jabatan Struktural Lembaga Teknis
Tanggamus dinyatakan tidak berlaku

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tanggamus;

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2016

Ditetapkan di Kota Agung.
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 376



STRUKTUR
SATUAN

POLISI
PAMONG

PRAJA
KABUPATEN

TANGGAMUS


